
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1394, 2020 KEMENKEU. Penagihan Pajak. Jumlah Pajak 

Masih Harus Dibayar. Tata Cara Pelaksanaan. 
Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 189/PMK.03/2020 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK  

ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban 

bagi penanggung pajak dan Direktorat Jenderal Pajak 

guna pelaksanaan penagihan pajak, diperlukan 

pengaturan mengenai tata cara penagihan pajak yang 

tepat dan berimbang;  

b. bahwa untuk meningkatkan kemudahan, keseragaman 

pelaksanaan tindakan penagihan pajak, diperlukan 

penyederhanaan administrasi tindakan penagihan pajak 

bagi Direktorat Jenderal Pajak dan penanggung pajak; 

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan tindakan penagihan pajak dan simplifikasi 

peraturan perundang-undangan di bidang penagihan 

pajak, diperlukan pengaturan baru mengenai tata cara 

penagihan pajak; 

d. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemblokiran dan 

penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang 

tersimpan pada bank untuk penagihan pajak dengan  

surat  paksa sebagaimana telah diatur dalamKeputusan 

Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang 
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Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung 

Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan ketentuan 

mengenai tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat 

paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan 

sekaligus, telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan 

Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan 

Penagihan Seketika dan Sekaligus, sudah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan kebutuhan administrasi 

perpajakan sehingga perlu diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan 

ketentuan Pasal 48 ayat (11) Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak 

yang Masih Harus Dibayar; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5268); 

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 
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8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK 

YANG MASIH HARUS DIBAYAR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. 

2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
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perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha 

milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.  

5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 

bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk 

wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 

Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

6. Pemegang Saham Mayoritas adalah pemegang saham 

yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) 

dari keseluruhan saham perusahaan. 

7. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham 

yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki 

wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau  

mengambil  keputusan dalam rangka menjalankan 

kegiatan perusahaan. 

8. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan 

memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat 

perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, 

surat perintah melaksanakan penyitaan, surat 

pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan 

harga limit, pembatalan lelang, surat perintah 

penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk 

penagihan Pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak 

tidak melunasi sebagian atau seluruh utang Pajak 

menurut undang-undang. 


